
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN

PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM

ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN

PASANGAN USAHANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan berupa

keuntungan karena penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal

merupakan Objek Pajak Penghasilan;

b. bahwa perusahaan modal ventura merupakan wahana pembiayaan

yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemerataan kesempatan

berusaha bagi para pemodal kecil dan menengah termasuk koperasi,

yang pada akhirnya akan membantu perkembangan perekonomian

nasional;

c. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perusahaan modal ventura dan

berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1994, dipandang perlu untuk mengatur pengenaan Pajak

Penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura berupa

keuntungan karena penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal

pada perusahaan pasangan usahanya dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :…
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN

MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM

ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA

PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA.

Pasal 1

(1) Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan

saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan

pasangan usahanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Perusahaan pasangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan; dan

b. sahamnya...
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b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

(3) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah 0,1% (satu perseribu) dari jumlah bruto nilai transaksi

penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal.

(4) Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan

modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan

Pajak Peng-hasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang

Pajak Penghasilan atas peng-hasilan dari transaksi penjualan saham

di bursa efek.

Pasal 2

(1) Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan

saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan

usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

10 Tahun 1994.

(2) Perusahaan modal ventura wajib membukukan secara terpisah

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari penghasilan

lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran dan pelaporan pajak serta

pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...


